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ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20, Pasal 33 danPasal 40 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau
Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan
Hilir menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir;.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan

Hilir ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Surat



CATATAN :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-
SD/01/KPU/X111/2019 Perihal Ralat Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2228/PP.2-SD/01/KPU/XI11/2019 tanggal 6 Desember 2019
tentang Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Serentak
2020; Surat Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 Perihal Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun
2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 024/PP.04.2-
Kpt/1407/KPU-Kab/1/2020 diatur tentang :

Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Keda Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum.

Menetapkan Petunjuk Teknis sebagai pedoman Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir.

- Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 15 Januari 2020.

- Lampiran 23 Halaman.



